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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka  

peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Eksistensi penetapan warisan oleh pewaris nonmuslim terhadap ahli 

waris muslim berada dipengadilan negeri. Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah 

satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 

beragama Islam mengenai perkara tertentu. Pasca UU Nomor 50 Tahun 

2009 perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang peradilan 

agama, kewenangan pengadilan negeri dalam menangani perkara waris 

hanya terbatas bagi nonmuslim. Penyelesaian perkara waris bagi 

nonmuslim di pengadilan negeri berdasarkan KUHPerdata. 

2. faktor-faktor yang menyebabkan ahli waris muslim memperoleh warisan 

dari pewaris non muslim adalah faktor kekerabatan diantara sesama 

saudara seibu mempunyai hubungan darah, hal ini yang menyebabkan 

mereka saling berhubungan kewarisan. Dan faktor keadilan untuk 

menegakkan keadilan meskipun terhadap non muslim apabila 

mengakibatkan seseorang tidak menerima bagian warisan karena 

perbedaan agama merupakan ketidakadilan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka 

peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Diharapkan pihak Pengadilan harus mengambil sikap tegas agar 

ditetapkan pengadilan mana yang berhak mengadili perkara waris beda 

agama tersebut dan disini sangat diperlukan ijtihad Hakim untuk 

memutuskan perkara seperti ini. mengingat secara  

yuridis agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. 

Ketidakjelasan penyelesaian perkara waris beda agama dapat 

menimbulkan halangan akses terhadap keadilan pada tahap akses 

terhadap forum yang sesuai. Hal ini karena pengadilan agama dan 

pengadilan negeri menerapkan hukum waris yang berbeda, yang pada 

gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan. 

2. Agar mampu mewujudkan keadilan dalam perkara waris beda agama, 

ketika syarat pewaris muslim dan ahli waris muslim tidak terpenuhi, 

maka lebih tepat menjadi kewenangan pengadilan negeri. Pengadilan 

negeri menerapkan hukum adat dan KUHPerdata yang tidak mengenal 

halangan waris karena perbedaan agama. 

3. Untuk masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa 

waris harap diselesaikan di Pengadilan, Pengadilan Agama khusus 

beragama Islam. Apabila harta warisan hanya dibagi diluar pengadilan 

maka damailah dalam pembagian tersebut agar tidak terjadi 

perselisihan. 
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